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REVIU – IKU  
Pengadilan Tingkat Pertama 
Lingkungan Peradilan Tata 
Usaha Negara 



REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA 
PENGADILAN TINGKAT PERTAMA LINGKUNGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA 

 
NO 

SASARAN 
KINERJA 

INDIKATOR KINERJA 
UTAMA PENJELASAN 

PENANGGUNG 
JAWAB 

SUMBER 
DATA 

1. Terwujudnya 
Peradilan yang 
Pasti, Transparan 
dan Akuntabel. 

a. Persentase perkara 
yang diselesaikan 
tepat waktu. 

 
 
 
 
Catatan : 

 SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian 
Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 
(Empat) Lingkungan Peradilan. 

 Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka 
waktu penyelesaian pada SIPP. 

 Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang 
diputus dan diminutasi termasuk perkara yang dicabut, tidak lolos 
dismissal dan perlawanan pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 
Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. 

 Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan 
diminutasi termasuk perkara yang dicabut, tidak lolos dismissal dan 
perlawanan pada tahun berjalan. 

Panitera 

Laporan 
Bulanan 

dan 
Laporan 
Tahunan 

b. Persentase perkara 
yang Tidak 
Mengajukan Upaya 
Hukum Banding dan 
Kasasi. 

 
 

 
Catatan : 

 Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan 
kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yg tidak diajukan upaya 
hukum banding dan kasasi. 

 Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan 
diminutasi termasuk perkara yang dicabut pada tahun berjalan. 

Panitera 

Laporan 
Bulanan 

dan 
Laporan 
Tahunan 

୎୳୫୪ୟ୦ ୔ୣ୰୩ୟ୰ୟ ୷ୟ୬୥ ୢ୧ୱୣ୪ୣୱୟ୧୩ୟ୬ ୲ୣ୮ୟ୲ ୵ୟ୩୲୳

୎୳୫୪ୟ୦ ୔ୣ୰୩ୟ୰ୟ ୷ୟ୬୥ ୢ୧ୱୣ୪ୣୱୟ୧୩ୟ୬ 
 x 100% 

୎୳୫୪ୟ୦ ୔ୣ୰୩ୟ୰ୟ ୷ୟ୬୥ ୲୧ୢୟ୩ ୫ୣ୬୥ୟ୨୳୩ୟ୬ ୳୮ୟ୷ୟ ୦୳୩୳୫ ୠୟ୬ୢ୧୬୥ ୢୟ୬ ୩ୟୱୟୱ୧

୎୳୫୪ୟ୦ ୔ୣ୰୩ୟ୰ୟ ୷ୟ୬୥ ୢ୧ୱୣ୪ୣୱୟ୧୩ୟ୬
 x 100% 
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SASARAN 
KINERJA 
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PENJELASAN 
PENANGGUNG 

JAWAB 
SUMBER 

DATA 
c. Index persepsi pencari 

keadilan yang puas 
terhadap layanan 
peradilan. 

 
Index Kepuasan Pencari Keadilan 

 
 
Catatan : 
 PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey 

Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. 
 Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus  ≥ 

80. 

Panitera 

Laporan 
Semestera
n, Bulanan 

dan 
Tahunan 

2. Peningkatan 
Efektivitas 
Pengelolaan 
Penyelesaian 
Perkara. 

Persentase salinan 
putusan yang 
disampaikan kepada 
para pihak tepat 
waktu. 

 

 

 

 
 
Catatan : 
 SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan 

Putusan. 

 Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu adalah jumlah 
salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak sesuai dengan 
ketentuan. 

 Jumlah putusan adalah jumlah putusan yang sudah diputus dan 
diminutasi pada tahun berjalan. 

Panitera 

Laporan 
Bulanan 

dan 
Laporan 
Tahunan 

3. Meningkatnya 
Akses Peradilan 
bagi Masyarakat 
Miskin dan 
Terpinggirkan. 

a. Persentase perkara 
prodeo yang 
diselesaikan. 

 
 
 
 
Catatan : 
 PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum 

Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan. 
 Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan 
adalah pembebasan biaya perkara. 

 Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo 
termasuk prodeo murni. 

Panitera 

Laporan 
Bulanan 

dan 
Laporan 
Tahunan 

x 100% 
୎୳୫୪ୟ୦ ୗୟ୪୧୬ୟ୬ ୔୳୲୳ୱୟ୬ ୷ୟ୬୥ ୢ୧ୱୟ୫୮ୟ୧୩ୟ୬ ୲ୣ୮ୟ୲ ୵ୟ୩୲୳

୎୳୫୪ୟ୦ ୮୳୲୳ୱୟ୬
 

୎୳୫୪ୟ୦ ୔ୣ୰୩ୟ୰ୟ ୔୰୭ୢୣ୭ ୷ୟ୬୥ ୈ୧ୱୣ୪ୣୱୟ୧୩ୟ୬

୎୳୫୪ୟ୦ ୔ୣ୰୩ୟ୰ୟ ୷ୟ୬୥ ୢ୧ୟ୨୳୩ୟ୬ ୱୣୡୟ୰ୟ ୔୰୭ୢୣ୭
 x 100% 
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 Bagi satker yang tidak tersedia anggaran perkara prodeo pengadilan tidak 

perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan. 

b. Persentase pencari 
keadilan golongan 
tertentu yang 
mendapat layanan 
bantuan hukum 
(Posbakum). 

 
 
 
 
 
 
Catatan : 
 PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum 

bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. 
 Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tuidak 

mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada infomasi 
konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum 

 Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada 
register Posbakum. 

 Bagi satker yang tidak ada anggaran posbakum tidak perlu mencantumkan 
dalam IKU nya pengadilan. 

Panitera 

Laporan 
Bulanan 

dan 
Laporan 
Tahunan 

4. Meningkatnya 
Kepatuhan 
Terhadap Putusan 
Pengadilan. 

Persentase putusan 
perkara TUN yang 
ditindaklanjuti. 

 
 
 
 
Catatan : 
 BHT : Berkekuatan Hukum Tetap. 
 Jumlah putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti adalah jumlah putusan 

perkara TUN yang telah disampaikan ke para pihak/dilaksanakan oleh 
tergugat. 

 Junmlah putusan yang sudah BHT adalah putusan yang berkekuatan 
hukum tetap yang dimohonkan eksekusi. 

Panitera 

Laporan 
Bulanan 

dan 
Laporan 
Tahunan 

 
 
 

 

୎୳୫୪ୟ୦ ୔ୣ୬ୡୟ୰୧ ୏ୣୟୢ୧୪ୟ୬ ୋ୭୪୭୬୥ୟ୬ ୘ୣ୰୲ୣ୬୲୳ ୷ୟ୬୥
୑ୣ୬ୢୟ୮ୟ୲୩ୟ୬ ୐ୟ୷ୟ୬ୟ୬ ୆ୟ୬୲୳ୟ୬ ୌ୳୩୳୫

୎୳୫୪ୟ୦ ୮ୣ୰୫୭୦୭୬ୟ୬ ୪ୟ୷ୟ୬ୟ୬ ୦୳୩୳୫
 x 100% 

୎୳୫୪ୟ୦ ୮୳୲୳ୱୟ୬ ୮ୣ୰୩ୟ୰ୟ ୘୙୒  ୷ୟ୬୥ ୢ୧୲୧୬ୢୟ୩୪ୟ୬୨୳୲୧
୎୳୫୪ୟ୦ ୔୳୲୳ୱୟ୬ ୔ୣ୰୩ୟ୰ୟ ୷ୟ୬୥ ୱ୳ୢୟ୦ ୆ୌ୘

 x 100% 
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